
DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

Menimbang 

Mengingat 

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

PERANGKAT DAERAH 

DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

: a. 

b. 

C. 

TENTANG 

: 1. 

2. 

berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019, atas Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan 
pembahasan sebagaimana mestinya; 
bahwa berdasarkan hasil pembahasan di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah baik dalam pembicaraan 
tingkat I maupun pembicaraan tingkat II telah 
disepakati bersama dan untuk selanjutnya disetujui 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan 
Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang 
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6396); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomnor 120 Tahun 2018 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 
69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2022 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah. 
Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, 
dengan perubahan sesuai dengan Hasil Pembicaraan 
Tingkat I (Pembahasan Rapat Gabungan Komisi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Eksekutif). 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 27 Agustus 2025 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

KETUA, 

AKAMAD FAHMI 
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